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IMPLEIVIENTASI SANIL$ HI'KI'M TEREADAP
PELA-I\IGGARAN NORIVIA UNDANG.I'NDANG LINGKT'NGAN

HIDTIP D{WIL\YAII PF,I\GN)II,AI\I NEGERI MAIYADO

Gleh: Flora Pricilla Kelllo'

.A. PEhTDAEIJLUAN.

Masalah lingkungan hidup mulai rnendapat perhatian yang su:gguh-
sngguh seja-k dilangsungkarnya Komperensi PBB teniarg tingkungan hiriup
uanusia tanggal 5 Yd 16 liurn.i 1972 di Stockholm Swedia. Kornperensi irri
diadakan dengan pertimbangan dan perbailcan lingkungan hidup adelah salah
<atu masalah mempengan-rhi kesejahteraan umat manusia khuzusnya
perkembangan ekonomi, dan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan
lklup merupalon tanggungjawab seluruh umat manusia

Memang, semula masalah lingkungan hidup ha-nya masalah
dinagara-negara maju (indu-sri), tetapi lama-kelamaan negara yang sedang
berkernbang (developing countries) menyadari bahwa masalah lingkungan
hidup bukan *monopoli" nega.ra+regara maju saja, tetapi juga merupakan
masaiah dinegara-negara yatt9 sedang berkembang waliaupun dengan
hti/hakekat yang ber-beda- Masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh
DegafiFnegara berkembang terutama ditimbulkan oleh faktor kemiskinan
lang memaksa rakyat/penduduk untuk melalnrkan perusakan lingkungan
lidup. Tegasnya dewasa ini masalalr lingkungan hidup sudah merupakan
aasalah duni4 masalah umat manusia yang perlu mendapat pertatian yang
benar dan merupakan prioritas utama dalam petaksanaan Pembangunan
Nasional-

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalan penelitian ini adalah
scbagai berikut :

l. Mengikuti sejauh mana instnrmen-insrumen yuridis dalam upaya
pelestarian dan perlindungan linglungan hidup di Kotamadya Manado.

L Untuk mengetahui sejauh mana pertailggung jawab pidana tertradap
kegiatan pencemaran lingkungan hidup-

B. METODE PEIYELITIAN

Metode yang digunakan adalam metode survey yaitu penelitian yang
nengambil sampel dari satu populasi d-" menggunakan kuesioner sebagai
eld pengumpul <iata pokok- (Singarimbun 1983:3)-

' Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Rahrlutgi Manado
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melalui wawancant dan penyebaran
langsung di lokasi penelitian. LJntuk

responden dilakukan secara acak dari

desa dan kelurahan tempat penelitian Dafa yang diperoteh dianalisa sec.ua

kualitatif (Moleong 1993 :5), <iimanr penggtrnaflr metode kualitatif lebih

dan polani
Pero ian ditabulasi serta mernberikan penekanan pada

kessadaran hukum serta kaitannya dengan perubahan sosial ma-<lfaral€t-

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAEASAN

Garet Hardin (1963) dalam artikel berjudul Tragedy of The Commons
udara dan sumber

diistilahkan dengan
sumber daYa alam

secara berlebihan (over use) sehingga menimbulkan tragedi (Tragedy of the

Commons).

Prinsip comrr.ons ini memilikr konsekriensi terhadap pengambilan

teknologi merupakan
dalam proses pengart
pernerintall
menyangkut
kerusalcan I

leksternality).
Tragudf' of tlre Ccmmons Lte,mudian menjadi titik tolak para penentu

keblial<an tentang pertruryt u sakan

linghrngan dalarn pengarnbilan yang

berpotensi melakukan pencemaran dan kerusai:an iingki:ngat-

Peranan hukum dalam mendorong uPaya intemalisasi ihi dapat

ditempuh melalui 2 (dua) cara (Faure, 1ry4), ),aitu (l) keteniran mengenai
pertanggung jarvaban (liabftt,' rules); (2) Regulasi pemerin^tah (Government

regulation).

Ketentuan p€rtangung aw&an (liability nttes) pada umumnya

menggunakan cfek penjara (de,ferent efu) dirnana rcgulated communities
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alituntut/dikernkan tatrggung jawab (seperti sanksi pidana) apabita tidak-

perlindungan lingkungan yang diisyarafkan oleh
regulasi pemerintah dituangkan misalnya dalam

standar balu (baku mutu) tentang media lingkungan (air, udara dan
kebisinga-n) atau parameter at'zat Pcncemaran tertentu-

Beri;irroa rucrrgelrai sit'tem hukum dalam pengendalian hukum

bftentu riengan disertai anquran hukumar., misainya dari segi hukum pidana

dan hukum administrasi rnaupun masalah gurti rugi terhadap Perbuatart
melawan hukum dalanr Fncemamn dan penrsakan lingkungarr.

Beidasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Manado telah
usqrergunakan norma Undang-Undang Linglongan Hidup (UU No. 4

Tahun 1982 yang kernudian dirobah dengan UU No. 23 tahun 1997) dalart
s=tiap putusann)ra Nunun iu-"il Penelitian juga menunjukan bahwa para

pcoegak hu*um dilingkungan Pengadilan Negeri lr{anado dalam menangani

kasus pencernaran dan pcrusakan lingkungan hidup mengaiami kesuiian
dalam hal masatah pembuktian ]ang dikaitlcan dengan sistem

pertanggungiawaban pencemarran dan perusakan lingkungan hidup.

Untuk kasus pencemaran dan peruasakan tingiorngan hidup,
digunakansistem pertanggungiawaban'kesalahan" (liability based on fault)
er pasal 1365 KUHPendata- Sedang untuk beberapa kegiatan yang
rrcnyangkut su'rnber daya tertentu (UU No.23 Tahun 19E7\ tanggung jawab

timbul secara mutla$ada perusak dan penr;emar pada saat terjadinya
dan atau pence{naran lingkungan hidup, pengaturannya diahr

drlam pcraf,tran perurdang-undangan f,ang b€rsangkutan-

Jadi dianr* sisfiem pertanggungiawaban scketlkan (srict tiabiliE'i-
Bcrdasarkan hasil pcncliiiarU hal inilah yang mcnimbulkan kcsulitan dalam

pcoegakan huLum linghrngaq terrrasuk penindakan terhadap pe&Demarar

riur prcr.rsaf:n lingl-ongau hitiup-

Para informan dalam penelitian ini sependapat bahwa komponen-
bnJx,.oen yaog pcrlu dimiliki oleh sistem hukrrm lingkungan harus

dibogfapi dengpn her'oagai pendiikruig agat dapat terwujud
penegtan hulum yang efektif antara luin :

l- Sanksi *vang mcmadai brgj pclaaggar (hams mamptl mcn:benkan eft:k
pcrrjare begi non complience)-

L Sistem pertanggungiawaban ]rang memberi dasar pembayaran

k<rmpensui kalern kengiar ak<momis" ekologis, rnaupun ke-rugian-

kerugian irnaterial (intangible iosses )-
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3. Pen5retenggaraan asrrransi d'n
lainnya mfuk memPerc€Pat

kompensasi;
4. Perberlakuan sistem peranggungiawaban

liabilily) untuk kegiatan-kegiatan yang
mutlak dan seketika (strict

melibatkan bahan-bahan

berbahayadanteracun-
5. Memberikan jaminan hek standing bagi kelompok-kelompok lingkungan

datanr prose$ beracafa difonmr-forum administrrsi maupun pengadilen

sehinggp kelompok-kelompok tersebut dspat berfungsi sebagai

komponen penting dahm penegakan hukum lingkungan;

6- M;berikan jaminan b"t*. tindakan-tindakan dari instansi pemerintah

yang berwenang di bidang hukum lingkungan daprit

dipertanggungiawablcan-

Namun berdasarkan pengamatan peneliti berbagai prinsip pokok UU

No. 23 tahun 1997 seperti keteftaitan antafa Persyaratan perlindungan

lingkungan dengan perizinan dalam prakteknya belum dilaksanakan seeafa

konsisten.
Hasil pene Pengendalian

kerusatan linglorn aParat Pemerin

jarang ditindak lanjuti, terlebih dilakukan penyelesaian daii sudut Penataan

*ffi"'fi:l iil",?11'*1
yang mereka alami ke

Jakarta(ke Komnas HAIU, tSMdatr sebagainya)'

satatrsao sebab macehla pengaduan kesus-kasus yang diqiukan

masy.arakd adalall ketidaktahuarr afrarat pemerinhh tetang bagaimana

men:indaklanluti pengad.m peaoemaran dan perusakan linglsungan

(ketiadaan niekanisme-dan tatacara), serta kurarrgjelasnya instansi didaerah

yang berkeurajiban menindaklaqiuti pengaduan-pengaduan pemcemaran dan

ker'.rsakan lingl@g&n.
Prof. Dr- sid sundad Rangkuti kp€ndapat masih tendapat polHaan

persepsi diamua para aparat penegak h'-k-um tcntang berbagai pengertiao

icfmis )alndis hdom lingf,ungan dan ke datam IrULH serta perangkat

p,endukunrya {1995-:54). }Ial t€rssbd ditemui jug3 oleh peneliti terhadap

para penegak hulum dalam tingkungan Pengadilan l'tegeri Manado'' 'P:ei 
P'engk;ti bffi&p3l p';tr:s:n-putusan tersebut tidak layak

diiruti sebagai yiirispruiaui ye,ng ixrieuaiitas scb'agAi s&ue dicisis- Putusan

y'ang berkuatitas yang dikategorikan sebagai stare dicisis menurutnya harus

mengandung ratio decidendi atau basic ;eason sebagai prinsip hukum atas

pulrs"" kasus 5amg berssngkutm Dengan Pqkataan lain putusan harus

menjeiaskan dasar4asar hukum y-ang aktual sebagai landasan pertimbangan.

penataan mekanisme PendanaannYa
dan memungkinkan Pelaksanaan
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merd€sak t€fudap percgal(an
m€miliki paanao yaElg srgd

"endapat 
mesJarakat dikaittan derys! .oe*gamaiaa da!!

:F4gatamemJna rtas &lBklals*arys tingfomgr y""s-tid;k &rselesaikan

tffiffi peratryrarn h.krmr ffinssJ.rakil 
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